PERATURAN PRES DEN REPUBLI K | NDONES A
NOMER 30 TAHUN 2005
TENTANG
RENCANA | NDLK REHABI LI TAST DAN REKONSTRUKSI
WLAYAH DAN KEH DUPAN MASYARAKAT PROA NS NANGCRCE ACEH
DARUSSALAM DAN KEPULAUAN N AS PROA NSI SUVATERA UTARA

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG VAHA ESA
PRES DEN REPUBLI K | NDONES| A,

Meni nbang

a. bahwa bencana alam genpa bum dan gel onbang tsunam tanggal 26
Desenber 2004 pada wlayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussal am dan
Kepulauan N as Provinsi Sunmatera Wara tel ah nengaki bat kan korban
jiwa dan kerusakan yang luar biasa di berbagai aspek kehidupan
nasyar akat dan pereri nt ahan;

b. bahwa pada w | ayah yang terkena bencana al am genpa bum dan gel onbang
tsunam, perlu dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi wlayah dan
kehi dupan yang dituangkan dal am suatu rencana induk yang bersifat
nenyel ur uh, t er pusat dan  terkoordinasi, untuk  nel aksanakan
perencanaan, pel aksanaan, pengendalian dan evaluasi pel aksanaan
berdasarkan asas tata kepenerintahan yang baik, berhasil guna,
transparan dan akunt abel ;

C. bahwa ber dasarkan pertinbangan sebagai mana di naksud pada huruf a dan
huruf b, perlu nenetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana | nduk
Rehabi litasi dan Rekonstruksi WIlayah Dan Kehidupan Masyar akat
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan N as Provinsi
Sunatera Wara,;

Mengi ngat

1. Pasal 4 ayat (1) Unhdang-hdang Dasar Negara Republik |ndonesia Tahun
1945;

2. Undang- hdang Nonor 32 Tahun 2004 tentang Penerintahan Daerah
(Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nonor 125, Tanbahan
Lenbar an Negara Republ i k |1 ndonesi a Nonor 4437);

3. Peraturan Presiden Nonmor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Penbangunan
Jangka Menengah 2004- 2009;

MEMUTUSKAN

Menet apkan :

PERATLIRAN PRES DEN TENTANG RENCANA | NDLK REHABI LI TAS DAN REKONSTRKS
WLAYAH DAN KEH DUPAN NASYARAKAT PROVI NS NANGCRCE ACEH DARUSSALAM DAN
KEPULAUAN NAS PROV NS SUVATERA UTARA

Pasal 1

DCal am Peraturan Presiden ini yang di naksud dengan :

1. Wlayah Pasca Bencana adalah wlayah Provinsi Nanggroe Aceh
Darussal am dan Kepulauan N as Provinsi Sumatera UWara yang terkena
danpak bencana al am genpa bum dan gel onbang t sunam.

2. Rehabi litasi adal ah perunusan kebijakan, dan usaha serta |angkah-
| angkah nyata yang terencana, konsisten dan berkelanjutan untuk



nenperbai ki dan nemulihkan semua aspek pelayanan publik atau
nmasyarakat sanpai tingkat yang nenadai dengan sasaran utama unt uk
nenungki nkan terjadinya normalisasi atau berjalannya secara wajar
senua aspek penerintahan dan kehi dupan nasyarakat di WI ayah Pasca
Bencana.

Rekonstruksi adal ah perunusan kebijakan, dan usaha serta |angkah-
| angkah nyata yang terencana, konsisten dan berkelanjutan untuk
nenbangun Kkenbali senua prasarana, sarana, kel enbagaan baik di
tingkat penerintahan naupun nasyarakat dengan sasaran utama tunbuh
ber kenbangnya kegi atan perekonoman, sosial dan budaya, tegaknya
hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran dan partisi pasi nasyar akat
sipil dalam segal a aspek kehidupan bernasyarakat di WI ayah Pasca
Bencana.

Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi WI| ayah dan Kehi dupan Masyar akat
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan N as Provinsi
Sunatera Wara, yang selanjutnya disebut Badan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi, adalah badan yang dibentuk untuk nel aksanakan
rehabilitasi dan rekonstruksi wlayah dan kehi dupan nasyarakat di
WI ayah Pasca Bencana.

Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi WIayah Dan Kehi dupan
Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepul auan N as
Provinsi Sunatera Wara, yang selanjutnya disebut Rencana |nduk,
adal ah rencana-rencana (blueprints) yang disusun ol eh Penerintah
bersama Penerintah Daerah dal am rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi
di WI ayah Pasca Bencana.

Pernerintah Daerah adalah penerintah daerah pada WIayah Pasca
Bencana.

Pasal 2

Rencana I nduk berlaku selana 4 (enpat) tahun, sesuai dengan periode waktu
Rencana Penbangunan Jangka Menengah Tahun 2004 - 20009.

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 3

Rencana | nduk neli puti

a. Buku U ama Rencana | nduk; dan

b. Buku R nci Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi per bi dang.
Buku Wama Rencana |nduk sebagai mana di maksud pada ayat (1) huruf a
beri si kan ganbaran nengenai danpak bencana dan upaya penanggul angan
yang telah dilakukan serta beberapa prinsip dasar, kebijakan dan
strategi unum pel aksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi .

Buku Wama Rencana |nduk sebagai mana di maksud pada ayat (1) huruf a
adal ah sebagai nana ditetapkan dalam lanpiran | Peraturan Presiden
ini.

Buku Rnci Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi per bidang
sebagai nana di naksud pada ayat (1) huruf b yang ditetapkan dal am
| anpi ran Peraturan Presiden ini, terdiri dari bidang:

a. Tata ruang dan pertanahan, adal ah sebagai nana ditetapkan dal am
lanpiran I1;

b. Li ngkungan hidup dan sunber daya alam adal ah sebagai nana
ditetapkan dalamlanpiran I11;

C. Infrastruktur dan perunahan, adalah sebagai mrana dit et apkan

dal amlanpiran 1V,



(9)

(1)

(2)

(3)

(4)

d. Ekonom dan ketenagakerjaan, adalah sebagai nana ditetapkan
dal am | anpi ran V.

e. S stem kel enbagaan daerah, adal ah sebagai nana dit et apkan dal am
| anpi ran M ;

f. Pendi di kan dan kesehatan, adal ah sebagai nana ditetapkan dal am
lanpiran M 1;

g. Agana, sosial budaya dan sunber daya nmanusia, adal ah
sebagai nana ditetapkan dalamlanpiran M11;

h. Hukum adal ah sebagai mrana dit et apkan dal am| anpiran | X

i Ket erti ban, keamanan dan ketahanan nasyar akat, adal ah

sebagai nana dit et apkan dal am| anpi ran X
] . Penerapan tata kelola yang baik dan pengawasan pel aksanaan,

adal ah sebagai rana ditetapkan dalam |anpiran X ; dan
k. Pendanaan, adal ah sebagai mana dit et apkan dal amlanpiran X |I.
Buku Rnci Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi nasi ng- masi ng
bi dang sebagai nana dinmaksud pada ayat (4) nenuat inventarisasi
kerusakan dan kerugian upaya yang telah dan sedang dil akukan pada
tahap tanggap darurat; sasaran, arah kebijakan dan strategi
rehabilitasi dan  rekonstruksi; dan rencana rinci kegi at an
rehabi |l litasi dan rekonstruksi nasing-nasing bidang yang dij abarkan
ke dal am w | ayah kabupaten/kota, antar w | ayah kabupaten/kota, serta
kegiatan rinci l|ainnya yang berlaku umum dan tidak terkait dengan
penanf aat an kawasan.

Pasal 4
Badan Rehabi | i t asi dan Rekonst r uksi ber sama- sana dengan
kenent eri an/ | enbaga dan Penerintah Daerah nel aksanakan program dal am
Rencana | nduk, yang dituangkan ke dal amrencana aksi rehabilitasi dan
r ekonst r uksi .

Rencana aksi sebagai mana di naksud pada ayat (1) terdiri dari

a. kegi atan yang terdapat dal amsatu | okasi kecanat an;

b. kegi atan yang nelibatkan satu atau |ebi h kecamatan, kabupatan
atau kota; dan

C. kegiatan yang tidak nenerlukan |okasi atau berlaku umum di

semuia t enpat .

Kegi at an sebagai mrana di naksud pada ayat (2) huruf a dirinci menjadi

a. | okasi kecanat an;

b. nana program yang nengacu pada fungsi, sub fungsi dan program
APBN APBD,

C. nana kegi at an;

d. sasaran kuantatif;

e. kel onpok sasar an;

f. cakupan kegi at an;

g. i ndi kat or keber hasi | an;

h. j adwal waktu pel aksanaan;

i ket er kai tan dengan prograni kegi at an | ai nnya;

] . i nstansi pel aksana dan penanggung j awab; dan

K. per ki raan bi aya dan sunber penbi ayaannya.

| okasi kecanat an/ kabupat en/ kot a;

Kegi at an sebagai mrana di naksud pada ayat (2) huruf b dirinci menjadi
a.
b. nana program yang nengacu pada fungsi, sub fungsi, dan program



APBN APBD,
C nanma kegi at an;
d sasaran kuantatif;
d. kel onpok sasar an;
e. cakupan kegi at an;
f i ndi kat or keber hasi | an;
g j adwal waktu pel aksanaan;
h ket er kai tan dengan prograni kegi at an | ai nnya;
i i nstansi pel aksana dan penanggung j awab; dan
] . per ki raan bi aya dan sunber penbi ayannya.
(5 Kegi at an sebagai nana di nraksud pada ayat (2) huruf c dirinci nenjadi
a. nana program yang nengacu pada fungsi, sub fungsi, dan program
APBN APBD,
b nana kegi at an;
c sasaran kuantatif;
d. kel onpok sasar an;
e. cakupan kegi at an;
f i ndi kat or keber hasi | an;
g j adwal waktu pel aksanaan;
h ket er kai tan dengan prograni kegi at an | ai nnya;
i i nstansi pel aksana dan penanggung j awab; dan
] . per ki raan bi aya dan sunber penbi ayaannya.

Pasal 5
Menteri Negara Per encanaan Penbangunan/ Kepal a Badan Per encanaan Penbangunan
Nasi onal nel akukan penmant auan dan pengendal i an t er hadap pel aksanaan Rencana

Induk yang telah dituangkan ke dalam rencana aksi rehabilitasi dan
rekonst r uksi sebagai mana di naksud dal am Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6
Peraturan Presiden ini nmulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Otetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2005
PRES DEN REPUBLI K | NDONESI A,
ttd.

D. H SUS LO BAMBANG YUDHOYONO



